BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti
haid di kota Yogyakarta di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut hasil penelitian belum
semua jurnalis perempuan memperoleh cuti haid. Bagi jurnalis yang
memperoleh cuti haid dilakukan dengan cara mengajukan izin secara
lisan, tertulis atau izin sakit. Jurnalis perempuan yang menggunakan cuti
haid berdasarkan inisiatif sendiri. Sebagian jurnalis perempuan tidak
mengetahui adanya cuti haid yang merupakan hak jurnalis perempuan
yang dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan kewajiban setiap
perusahaan yang mempekerjakan jurnalis perempuan. Menurut penulis,
kewajiban perusahaan untuk memberikan cuti haid kepada karyawan
perempuan adalah hal mutlak yang harus diperoleh oleh karyawan
perempuan yang membutuhkan cuti haid. Pengawasan terhadap pelaku
usaha dalam pemberian cuti haid harus ditingkatkan terutama mengenai
sosialisasi hak cuti haid kepada jurnalis perempuan.

2. Faktor yang menyebabkan pemenuhan hak cuti haid tersebut belum
dilaksanakan oleh seluruh perusahaan media surat kabar di Kota
Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu ketidaktahuan

pekerja/buruh tentang cuti haid sebagai hak kodrati, perusahaan mengejar
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target Produksi, arti penting cuti haid bagi perusahaan untuk pekerja/buruh
perempuan, pembayaran upah penuh cuti haid bagi pekerja/buruh yang
menggunakan cuti haid dan pemerintah melalui Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi menggalakan sosialisasi dan pengawasan dalam

pemenuhan cuti haid.

125



B. Saran

1. Pemerintah menyelenggarakan sosialisasi tentang pemenuhan hak-hak
kodrati khususnya hak cuti haid bagi pekerja/buruh perempuan.

2. Jurnalis perempuan sebagai pekerja/buruh harus mengetahui hak-haknya
sebagai pekerja/buruh dan hak-hak khusus bagi perempuan yang di
lindungi oleh Negara melalui Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

3. Revisi pada Pasal 81 bahwa pekerja/buruh perempuan yang mengajukan
cuti haid tidak terbatas selama hari pertama dan hari kedua pada waktu
haid, pengajuan cuti haid dapat dilakukan pada saat pekerja/buruh
merasakan sakit ketika pada masa haid. Hal ini disebabkan, sakit haid
tidak hanya dialami pada hari pertama dan hari kedua pada masa haid.
Namun hal tersebut disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing dari

pekerja/buruh perempuan.
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